Menimbang :

Mengingat

SALINAN

GUBERNUR SEJLP:WESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

SULAWESI TENGAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah Tahun 2026;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

2.

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6858);

. Undang-Undang Nomo 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6777);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
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5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor 435);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN
2026.

Pasal 1
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKPD Provinsi Sulawesi
Tengah Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk 1 (satu) tahun anggaran
yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada
tanggal 31 Desember 2026.

Pasal 2
(1) RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 menjadi:

a. pedoman dalam penyusunana Rencana Kerja Perangkat
Dearah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026;

b. pedoman dalam penyusunan kebijkan umum anggaran,
prioritas dan plafon anggaran sementara Provinsi Sulawesi
Tengah Tahun 2026;

c. acuan bagi kabupaten/kota dalam menyusun Rencana
Kerja Pemerintah Daerah kabupaten/kota Tahun 2026.

(2) RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 terdiri atas

Buku I dan Buku II.

Pasal 3
(1) Buku I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disusun
dengan sistematika sebagai berikut:
a. BABI Pendahuluan;
b. BABII Gambaran Umum Kondisi Daerah;
c. BABIII Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
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BAB IV  Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
BAB V Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota;
BAB VI  Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
dan
h. BAB VIII Penutup.
(2) Buku I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

® o o

Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4
(1) Buku II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) memuat
Rincian Program dan Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2026 sumber dana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
(2) Buku II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Gubernur ini.
Pasal 5
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 22 Juli 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

ANWAR HAFID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 22 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 956

uai dengan aslinya
RO HUKUM,




